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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxxx, 13 April
1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXX,
Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten
XXXXXXXXXX, Sulawesi Tengah, dengan domisili
elektronik xxxxxxxx dalam hal ini memberi kuasa
kepada Jefrisman Tanduru, S.H, dan Darul Fadhil,
S.H Advokat/ Konsultan hukum pada Kantor Hukum
JEFRISMAN TANDURU, S.H DAN PARTNER’S
berkedudukan di Jin. Sengon Raya BTN Losoani
Bawah Blok D 7/15, Palu - Sulawesi Tengah,
berdomisili elektronik di
ernestochequevara99@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa tanggal 15 Agustus 2024 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Donggala, dengan Nomor 58/SK/VIII/2024 tanggal
16 Agustus 2024 sebagai Penggugat;
Lawan
TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 01
Februari 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX,
Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Sulawesi Tengah,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
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Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor
382/Pdt.G/2024/PA.Dgl, tanggal 16 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada Tanggal 25 Novermber 2010 telah dilangsungkan
pernikahan secara Resmi atau sah antara Penggugat dangan Tergugat
berdasarkan hukum yang berlaku dan sesuai dengan tuntunan ajaran islam
di Kantor Urusan Agama Kec. xxxx Kab. XXXXXXXX.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman bersama di Desa XXXXXXXX XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX,
Kabupaten XXxXxXXxXXxXxx
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikaruniai dua
(2) anak yang bernama;
- Xxxxxxxxxx, Laki-Laki, lahir pada tanggal dua puluh sembilan
bulan Maret Tahun Dua Ribu Sebelas di XXXXXXXXXX.
- Xxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir Pada tanggal 13 Agustus Tahun
Dua Ribu Dua Belas di XXXXXXXXXX
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan November
tahun 2019, karena sejak tahun 2014 ketenteraman rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yang
terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
- Pada awal 2014 Tergugat dilaporkan ke pihak berwajib atas

kekerasan dalam rumah tangga.
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- Setelah seminggu melaporkan perbuatan kekerasan Tergugat,
Penggugat mencabut laporan polisi dikarenakan Tergugat akan
merubah sikapnya dan tidak akan berbuat kekerasan dalam rumah
tangga lagi.
- Bahwa Pada bulan Agustus di Tahun 2019, Rumah Tangga
Penggugat dan Tergugat kembali mengalami Pertengkaran yang di
karenakan Tergugat MInum Minuman Keras dan melakukan lagi
kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat.
- Pada bulan November 2019 Penggugat Meninggalkan Rumah
atas saran dari Orang Tua Tergugat, sehinga Penggugat meinggalkan
Rumah sampai sekarang dan menetap bersama Orang tuanya tidak
jauh dari rumah bersama mereka di desa xxxxXxxxx yang yang mana
anak Tergugat tinggal bersama kakak Penggugat sampai sekarang.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Rumah tangga ini
terjadi pada bulan November tahun 2019 Penggugat Pergi meninggalkan
Rumah dan tidak memberikan kabar atau berpamitan kepada Tergugat
sehingga antara Penggugat dan Tergugat Tidak tinggal serumah lagi atau
pisah ranjang. Sehingga sejak bulan November tahun 2019 antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai
suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari
suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan
Gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi
terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan
perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga
berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006
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tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal
22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Donggala
untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat
dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat
dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:
1. Mengabulkan Permohonan Penggugat
2. Menjatuhkan Cerai dari Tergugat TERGUGAT Terhadap Penggugat
PENGGUGAT di depan sidang Pengadilan Agama Donggala
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk
mengirimkan salinan penetapan Cerai kepada Kantor Urusan Agama yang
mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan
Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk
dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat

SUBSIDER:
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 21 Agustus 2024 dan tanggal
13 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;
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Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para kuasa hukum
Penggugat, surat kuasa Penggugat dan meneliti kelengkapan dokumen
elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A.
Surat:

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah dari KUA Kecamatan xxxXx,

Kabupaten Xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor XxXXXXXXX

Tanggal 12 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan

paraf Ketua Majelis;
B.
Saksi:

1. SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxxx, Kecamatan

Xxxxxxxxxxx, Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai kakak ipar saksi
bernama XXxXxXxxXxxxxx;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman bersama di Desa xxxxxxxx sampai dengan berpisah;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
dikaruniai 2 (dua) orang anak berada dalam asuhan Penggugat;
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- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2014,
Penggugat dan Tergugat suda hmulai tidak rukun, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya karena Tergugat
sering bersikap kasar kepada Penggugat hingga melakukan KDRT
kepada Penggugat dan Tergugat juga suka minum minuman keras
hingga mabuk, saksi pernah melihat langsung hal ini dan Tergugat
juga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugatlah
yang lebih aktif dalam bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan sejak saat itu sudah
tidak pernah lagi kembali bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk
bermusyawarah dengan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat
tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa
XXXXXXXXXXX, Kecamatan Xxxxxxxxxxx, Kabupaten Donggala, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal denganTergugat sebagai suami dari kakak
kandung saksi bernama XXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah memiliki 2
(dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lahirnya anak kedua,
Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, sering terjadi
pertengkaran;
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- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa yang saksi ketahui, penyebab pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja
sehingga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat
sering memukul Penggugat dan sering mabuk mabukan, Saksi
mengetahui hal ini dari curhatan Penggugat dan melihat bekas
pemukulan Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa tidak, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
sejak akhir tahun 2019, Penggugat meninggalkan kediaman bersama
dan kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu sudah
tidak pernah lagi kembali bersama layaknya suami isteri;

- Bahwa pihakkeluarga sudah pernah berusaha untuk
bermusyawarah dengan Penggugat danTergugat, namun Penggugat
sudah tidak mau rukun kembali dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke
hadapan sidang secara elektronik (e-court) melalui alamat domisili elektronik
Kuasa Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan
Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan;
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Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 21 Agustus 2024 dan tanggal 13
September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu
gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan a quo didaftarkan oleh kuasa
hukum Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara
dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan
perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim
telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran
perkara berdasarkan dokumen elektronik sebagaimana ketentuan Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XI1/2022 tentang
Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata
Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 15 Agustus
2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi
unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di
Pengadilan Agama Donggala dengan memuat materi yang menjadi batas dan
isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak
berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi
kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal para Advokat masih berlaku serta
telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim
berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah
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karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan
ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai
kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan
tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a
quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg.
jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua pihak
yang berperkara. Namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat pada pokoknya bahwa sejak sejak tahun 2014 ketenteraman rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan dan
pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Pada awal 2014 Tergugat dilaporkan ke pihak berwajib atas kekerasan
dalam rumah tangga.

- Setelah seminggu melaporkan perbuatan kekerasan Tergugat,
Penggugat mencabut laporan polisi dikarenakan Tergugat akan merubah
sikapnya dan tidak akan berbuat kekerasan dalam rumah tangga lagi.

- Bahwa Pada bulan agustus di Tahun 2019, Rumah Tangga Penggugat
dan Tergugat kembali mengalami Pertengkaran yang di karenakan Tergugat
MInum Minuman Keras dan melakukan lagi kekerasan dalam rumah tangga
kepada Penggugat.
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- Pada bulan November 2019 Penggugat Meninggalkan Rumah atas
saran dari Orang Tua Tergugat, sehinga Penggugat meinggalkan Rumah
sampai sekarang dan menetap bersama Orang tuanya tidak jauh dari
rumah bersama mereka di desa xxxxxxxx yang yang mana anak Tergugat
tinggal bersama kakak Penggugat sampai sekarang.
Dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak
bulan November tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak
memberikan kabar atau berpamitan kepada Tergugat sehingga antara
Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi Sehingga sejak bulan
November tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH
Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah
mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat (SAKSI 1)
dan saksi 2 Penggugat (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan
Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1)
R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta
sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk
perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
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2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak
tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinan dan
pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena
Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberikan nafkah kepada
Penggugat, dan sering mabuk mabukan, Tergugat juga sering memukul
Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah
berlangsung selama lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
mempedulikan sebagai suami istri;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk
dirukunkan oleh pihak keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;
1. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati
untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim
berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan
batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau
ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal,
dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak
saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk
bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk
merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia
dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan
dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat
menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk

itulah rumah tangga diadakan;
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3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan
kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi
mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan
penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu
perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih

pada Kitab Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarii'ati al-

Islaamiyyah Juz | halaman 83:
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Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah

dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh

(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah

satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah
aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Penggugat dan
Tergugat apakah sudah mencapai sifat broken marriage, maka Majelis Hakim
mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4
Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang
menyatakan bahwa indikator broken marriage antara lain sudah ada upaya
damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami
istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya
sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-
hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan,

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain. Selain itu Majelis

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim juga mengambil alih ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama
tahun 2023, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang
antara lain dinyatakan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan
dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah
tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum
adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT". Berdasarkan ketentuan
tersebut yang dihubungkan dengan fakta bahwa antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 4 (empat) tahun maka
syarat pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-
benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau
ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in shughra
tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 perintah
penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar

putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk
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petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor
dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak, dan
tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian
disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan
ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan.
Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20
Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Akbar Ali, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Himawan
Tatura Wijaya, S.H.l., M.H. dan Idris, S.H.l.,, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sri Wahyuni, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
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Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Himawan Tatura Wijaya, S.H.l., M.H. Idris, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran 'Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan 'Rp 87.500,00
- PNBP Panggilan  : Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.,00
Jumlah :Rp 232.500,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
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